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DADAN PEMEUKSA KEUANCAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMT]R

Jalan Rap Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Tetepon: (031) E669244 Email: penvakilanjatin@bkgo.id

Sidoarjo, 17 April2025

Nomor
Lampiran
Perihsl

E2lS-HPD(YIII.SBY IO4I 2025
Dua Buku
Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Penrerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024

Yth. Bupati Tuban
di
Tuban

Badan Pemeriksa Keuangan berdasq*an Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentsng

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nornor 15

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Kcuangan, tclah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupahen Tuban Tahun 2O24, yang terdiri dari Neraca tanggal 3l Desember 2024'

Laporan Realisasi Arggaran, Laforan Pcntbahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,

Laporan Ams Kas, dan Laporan Pembehen Ekuitas untuk tahun png berakhir pada tsnggd tersebut,

serts CatatBn atas Laporan Keuangan.

Perneriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan

Keuengan Penrerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan

kzuangan dcngan SEndar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivites sistem
pengendafian intenl dan kepatuha.n terhadap ketentuan peratumn perundarg-undangan.

Pokok-pokok hasil pemerikaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban
Tahun 2024 yang pcrlu rncodapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini ates Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. sistem Pengendefian Intern dan Kepatuhan terhadep Ketetrtuatr perrturatr perundang-
Undangan

BPK mcncmukan adanya kelcmahan sisrem peugendatian intern ,,'upun ketidokpohhan terhadap
ketentuan perafuran pcrundang-trndangan dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, antara laio: 

'

a- Fleksibilitas pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum sepenuhnya diatur
dengan p€raturan kepala daerah yang mengakibatkan tidak adanya acuan teknis dalam pcnyajian
dan pengungkapan Laporan Keuangan bagi RSUD dr R Koesrna, RSUD R. Ali Manshur, dan
33 puskesnras Pemerintah Kabupaten Tuban yang terah menerapkan pora pengerolaan keuangan
BLT'D;

b. Pengelolaan Badan usaha Milik Daerah pr RSM @erseroda) tidak memadai, aniara lai, pr
RSM (Perseroda) belum menyrsun rcncana bisnis dan belum membarui dokumen legaritas
perusahaan' sehingga PT RSM @erseroda) tidak memiliki pedoman datam menentukan arah
dan tljuan penrsahaan serta potensi muncurnya gugatan dan denda atas legalitas perusahaao
yang tidak berlaku dan kewajiban )ang bclum terse.lesaikan;
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c. penalausahaan As6t Tetap bclum memadai, antara lain kebijakan akuntansi nilai kapitalisasi

Aset Tetap belum mernadai dan pencatetan aset tanah dan aset jalan belum sezuei dengaa Surat

Kepunrssn (SK) ruas jalan, sehinsga memiliki risiko hilangoya Arct TetaP konstruksi yarg

dicatar pada ekstrakomptabel dan laporan barang kuraag handal karcna informasi ,ang kurang

lengkap.

Bedasarkan kelemahan dan kctidakpatuhan tcncbut. BPK lilei€kometrdssikotr kepeda Bupati

Tuban antora lain agan

a memeriatahkan Kepala Dinas Keschetan-P2KB. Dircktur RSUD dr. R. Kocsma dan Direktur

RSLD R- Ali Manshur supsya men! rsun dan mengusulkan kepada Kepala Daerah rancangan

Peraturan Kepala Daerah terkait fleksibilitas pengelolaan BLUD yang belum diatur dengan

Peraturan Kepala Daemh unhrk selanjuhyu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

b. sebagai wakil daerah selaku pemegang saham perusahaan pemeroan daerah di dalam RUPS

mEmerintahkan direksi PT RSM unnrk mcDyusun ronoana bisnis dan mernbanri dokumen

legalitas perusahaan; dan

c. memcriotahkan Sekctaris Dacrah selaku Pc-ngelole Barang, Kepda BPKPAD selaku Pejabat

Penateusahaan BMD, dan Kepala Bidang Pengclolaan BMD BPKPAD selaku P€ngurus Baratrg

Pengelola zupaya mengsvaluasi kebijsk8n kapitalisasi Aset Tetsp dan men)€sutikan kebijakan

tersebut sesuai dengan jenis den kamkteristik Aset Telapnla dan berssma Kepala Perangkat

Daerah tedgit selaku Pengguna Barang melakukan inventarisasi jalan sesuai dengan KePutrssn

Bupati tentang Pene@an SK Jalan serta melakukan pe6aikan pada KIB A dan KIB D, dan

memeriotahkan Kepala Perangkat Daerah tertait selaku Pengguna Barang dan Pengurus Barsng,

dengan berkoordinasi dengan kepala BPKPAD selaku Pejabat Pcnatausahaan BMD membentu

Pengelola Barang dalam melakukan verifikasi ulang SK Jalan Kabupaten utrtuk dirumuskan

peryesueian dan dijadikan desar dalam m€ncat l Aset Tetap tanah dm Jalan.

Untuk jelasnya kami lampirtan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yairu Lqoran Nornor
41.A./LHPD(VI .SBY/M/2O25 dan Nomor 4\.B/LHPTG'III.SBY/O412025 masing-masing

tanggal 16 April 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2ffi4 tentang Pemeriksaan
Purgelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BpK tentang
tindak laniut atas rckomcndasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah
laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dao kcg'a sama Bupati Tuban, kami ucapkan terima kasih,

P
JA TIMU


